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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR (7 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKORE DAN FUNGSY
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 ilentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Dinas Daerah
sebagaimana telah diubsh dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pengelolaan Xeuangan dan Aset.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungen Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1936
Nomor 20};

2. Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negura Nomar 3890);

3. Undeng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
schapaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undamgan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomeor 82, Tamnbahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1930 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Padang [Lembaran Negara Tahun 1980 Nemor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164};

6. Peraturan Pemermiah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Penpangkstan, Pemindahen dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor &3 Tahup
2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Noemor 164);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembarant Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petumuk Teknis Penataan Orpgamsast Perangkat
Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 50 Talwun 2010,

11. Keputusan Dersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negarii dan Menlen Dalam Negerl Nomor
01/SKB/M.PAN/4 /2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentanp
Petumjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisast Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Penganpkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian

Pegawai Negen Sipil:
12. Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008

tentanp Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 04},

13, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentanlg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah [Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lcmbaran Dacrah Nomor 14), sebagmmana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

MEMUTLSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET.

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. DNaerah adalah Kota Padang;

Walikota adalah Waliketa Padang;

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Kenangan dan
Aset Kota Padang;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Padang;

Sckretariat adalah Sekretunal pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dary
Aset;
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Kepala Subr Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Penpgelolaan
Kcuangan dan Aset;

Kepala Seksi adalah Kepala Scksi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah vang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelela Keuangan Daerah yang selanjutnya dizsebut
dengan Kepala SKPKDD yang mempunyai tugas mclaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapsitas sebagal Bendahara Umum Daerah;

Pengguna Anggaran adalah peabat pengguna kewenangan penggunaan
angparan . uniuk melaksanakaon tugas  pokok dan fungsi SKPD  yang
dipimpinnya;

Pengguna Barang adalah pejabar pemegang kewenangan penggunaan harang
milik daeral;

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejahat yang diben kuasa untuk melaksanaksn tugas Bendabhara Urnum

Daerah;

Kuasa Pengguna Angparan adaleh pejabat yang diberi louass  untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebapian tugas dan hungsi SKFD;

Satuen Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKFD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selalu pengguna anggaran;

SKPKD adalah perangkat dacrah pada pemerintah daerah selalku pengguna
anggaran/ pengeuna barang vang juga melaksanalkan pengelolaan APBD;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan Keputusan Wualikota dan dipimpin oleh Sekretaris
Daeralh yang mempunyai tugas menyiapkan secrta melaksanakan kebijakan
Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan ketentuamn,

Penerimaan Daerah adalah wang yang masuk ke kas daerah;
Pengeluaran Daerah adalah nang yang keluar dan kas daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakwu sebagai
penambah nilai kekayaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah dacrah yang diakui sebaga
pengurang nilai kekavaan bersih;

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan dacrah
menerima sejumlah vang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak
lain sehingpa daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;

Piutang Daerah adalah jumlah uang yvang wajib dibavar kepada pemerintah
daersh dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau aldbat lainnya berdasarkan peraturan
nerundang-undangan atau akibat lain yang sah;

Utang Duerah adalah jumlah wang yang wajib dibayar pemerintah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dimla dengaa uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
schab lainnya yang sah;

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran,

Investasi adalah penggunaan aset untuk mempereleh manfaat ekonomis seperti

bunga, deviden, rovalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampu:n pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat,
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Columen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen vang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD vang

digunakan sebapail dasar pelalksanaan oleh pengpuna anggarar;

Cokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuanpan Daerah yang
sclanjutnva disingkat DPA-PPRD adalah dokumen pclaksanaan anggaran
badan /dinas/bagian keunangan selaltu Kuasa Umum Daerah,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD  merupskan dokumen vyang memuat perubahan Anpgaran
Pendapatan dan Beclanja sctiap SKPD yanp digunaekan sebagal dasar
pelaksanaan cleh pengsuna anggaran;

Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perldraan arus kas keluar yang digunakan
untuk mengatur ketersediaan dana yang culup guna mendanai pelaksanaan
APBD setiap periode;

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan ketersediann dana untuk melaksanaan kegiatan schagai dasar
penerbitan SPP;

Surat Permintaan Pembayaran vang selanjumya disingkat SPP adalah dokumen
vang diterbitkan cleh pejabat yang bertanggung jawah atas pelaksanaan
kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

Surat Permintaan Pembayaran Langsung ysng selanjutnya disingkat SPP-LS
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kenja
atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yvang dokumennya
disiapkan olch PPTK;

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-UP adalah dokumen yang digjukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali {revolving] yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

Surat Permintaan Pembayaran Gantu Uang persediaan yang selanjutnya
disinglkal SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh benadahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung;

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persedian yang selamjutnya
disingkat SPP-TU dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran uniuk
permintaan tambahan uang persedian guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran lungsung dan
uang perscdiaan;

Surat Perintah Memhayar yanp selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
vang digunakan/diterbitkan olch pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untiuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPL;

Surat Perinlah Membayar Langsung yvang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen vang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak
ketiga,

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat SPM-UP
adalah dokumen vang diterbitkan oleh penpguna anggaran/kuasa pengguna
angparan untuk penerbitan SP2D atas beban-beban penpeluaran LPA-SKFPD
yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanal keglatan;

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat
SPM-GU adalah dokumen vang diterbitkan oleh pengpuna anggaran/kuasa
pengpuna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKFPD
yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telab
dibelanjakan;
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Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan vang selanjuinya
disinpkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran,/lkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan vang telah dilelapkan sesuin dengan keteniuan;

Surat Perinlah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen vang dipunakan sebagai daser pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD bardasarkan SPM;

Uang Persediaan adalah sejumlah uvang tunai yang discdiakan untuk saman
kerja dalam melaksanakan kegiatan operasicnal sehari-har;

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainmnya vang sah.

BAE I
SUSUNAN QORGANISAS]
Pasal 2

Susunan Organisasi Rinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdin dar :

a.,
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Aplikast Sistem [nformasi.

Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1. Selksi Pendataan dan Pendaftaran;

2. Selcs1 Penetapan;

3. Seks: Penagihan.

Bidang Pengendalian, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Wajib Pgjak,/Wajib Retribuai;

2, Seksi Pengawasan,

3. Selssi Pengurangan dan Keberatan.

Bidang Anggaran, terdiri darti :

1. Seksi Anggaran Belanja Langsung;

2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
3. Seksi Penatausahaan dan Perencanaa Anggaran,
Bidang Aset, terdiri dan :

1. Scksi Penpamanan Aset,

2. Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset;
3. Seksi Penatausahaan Aset,

Ridang Akuntansi dan Pelaporan, terdir dari

1. Seksi Akuntansi;

2. Seksi Pelaporan.

Bidang Perbendaharaan, terdiri dan :

1. Seksi Penerimaan dan Penatausahaan;

2. Selsi Pengeluaran;



BAEB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bapian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

(T] Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyvelenggaraan
urusan pengelolaan Keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi tervujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang
alkuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

(2)

Untuk menyelengparakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat [1), Kepala
Dinas mempunyai flungsi :

£

d.

L.

1

menyusun kebyjakan tcknis bhidanp pengelolaan keuangan dan  aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tervujudnya
pengelolaan keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan
dan aset yang berdaya guna dan berhasil guna,

merumuskan sasaran  stralegn ndang pengelolaan keuangan dan  assat
berdasarkan ketentusn peraturan perundang-undangan untuk pencapaian
pengelolaan keuanpgan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan
dan aset yang alkuntabel;

merumuskusn program kerja Dinas Penpelolaan Keuangan dan  Aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Agar
penyvelenggaraan urusan pengclolaan keuangan dan aset dapat terulkur
secara tepat dan optimal;

mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangarn dan aset
berdasarkan ketentuan neraluran perundang-undangan agar
penvelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur
secara tepat dan optimal;

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dem: terwuyjudnya pembangunan
dacrah;

mengendalikan penyelengaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas
dapal dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasarail,

membina aparatiir dalam penvelenggaraan urusan pengelolaan keuangan
dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangen guna
mengetaihnl keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif,
mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan denn tercapainya
pelaksanaan tagas tepat sasaran;

mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keusangsn dan asel
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengctahui
kebherhasilan pelalsanann Llupas secara komprehensif;

melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuvangan dan aset secara
periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagal
bentuk akuntabiitas kanecija;

pengguna anggaran dinas;

pengguna badan dinas; dan

m.melaksanakan tugss kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan lungsinva.
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Bagian Kedua
Sehretariat
Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sckretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan
pelayanan administrasi kepada seluroh satuan orgamsasi dilingkangan Dinas
Pengelolaan Keuangan Dacrah dalam urusan umum, urusan perlenglkapar,
urusan  keuanpgail, urusan kepegawaiatl, urusan pergricanaan, urusan
kearsipan, perpustakaan, doikumentast, evaluast dan pelaporan serta Aphkasi
Sistem Informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (2],

Selretariat mempunyai fungsi :

& menvusun administrasi kepegewsoian, perlengkapan dan peralatan, urosan
rurnah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kcarsipan;

b. menyusun anggarari, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun
evaluam dan pelaporan;

¢. meningkatkan sumber daya manusia;

d. membuat evaluasi dan pclaporan pelaksanan tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset;

€. menyusun rencana kegiatan anggaran Dinas Pengelolaan Kcuangan Daerah;

{ menyusun rencana Kkegiatan pengelolaan manajemen Aplikasi sistcm
Informast;

o melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Jub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris
melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawalan, uruasan
rumah tangga, urusan peralalan dan Perlengkapan dinas..

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah :

a. mengelola surat masuk dan surat keluar;

mengelola kearsipan dan perpustakaan,

mengelola administrasi kepegawaian;

. melaksanakan urusan humas;

melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan
penyimpanan, pendistribusian,

melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor dan
kendaraan operasional;

g. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan

r||
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kepegawalan;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilkan olch atasan sesug
dengan tugas dan fungsinyu.
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Paragrafl 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang dalam
melaksanalkan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

=ub Bagian Keuangan mempunyat tugas membantu Sekretaris melaksanakan
pengelolaan  administrasi keuangan yang meliputi  penyvusunan rencans
anggaran pendapatan dan belarnja dinas, verifikasi, perbendaharaan,
penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dirnaksud ayat (2) adalah:

a, menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan hetentuan yvang
berlalku;

b. menyelenggarakan pelaksanaan admimisirast keusnpan;

a. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat

perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan

uang, surat pcrintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta

penghasilan lainnya;

melakilan verifikas surail perlanggung jawaban;

mempersiapkan bahan pertangpungjawaban dan menyiapken laporan

keuangan,

e. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku;

f. menyusun laporan bulunan, friwulan dan tahunan keuangan sesual
ketentuan vang berlalu,

g melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan scsual

dengan tugas dan fungsinya.

@ o

Paragraf 3
Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi
Pasal 7

Suly Bagian Aplikasi Sistem Informasi dipimpin cleh scorang Kepala Sub Bagian
vang dalam mclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawak
kepada Sekretaris,

Sul Bagian Aplikasi Sistem Informasi mempunyai tugas membaniu Sekretaris
mclaksanalken pengelotaun Aplikasi Ststem Informasi.

Penjabaran tugas Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) adalah:

. mengumpulkan meneliti dan mengolah aturan dalam aplikasi Sistern
[nformasi,;

. mengelola sistem informasi manajemen keuangan dacrah;

¢. menyusun rencana pemberdaynan teknologi informasi Dinas;

d. menvusun dan menganalisis data scrta penyiapan sistem aphkasi yang
dibuiuhkan DPKA;

¢. mengendalikan arus data masukan dan data keiuaran, pengoperasian
komputer, penyilapan data, penpgamanan perangkat Keras/lunak serta
pengamanan dats;

f. memelihara perangkat teknologi informasi yang dikelola Dinas;

g, mengatur operasional sistem dimulai dari membagi hak akses serta hak-hak
lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sistem;

h. melaksanakan kerjasama teknik informasi dengan pihak lain terkail dengan
aplikasi sistem Informasi;

i. melakukan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana teknolog
Informas;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya,
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Bagian Ketiga
Bidanpg Pendapatan
Pasal 8

Bidang Pcndapatan dipimpin olch seorang Kcpala Bidang vang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan mempunyal tugas membantu melaksanakan tugas di
Bidang Fendapatan Daerah.

Uniuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pendapatan mempunyai fungsi :

a. mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;

b. menyusun kebijjakan teknis sistem pendataan, penetapan pajak dan
retribust dan sitem penagihan;

¢. melaksanakan koordinasi dengan mstunsi terkait dalam hal pengelolaan
pendapatan daerah;

d. melaksanakan pendatazn, pendaftaran, perhitungan dan penetapan pajak

daerah dan retribusi daerah serta administrasinya vang dikelola DPKD;,

Pelaksanaan evaluast dan penyusunan laporan pendapatan dacrah;

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

L

Paragraf 1
Seksi Pendataagn dan Pendaftaran

Pasal ©

Seksi Pend:ataan dan Pendaftaran dipimpin oleh scorang Kepala Seks: yang
dalam melaksanakan tugasnya berads di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pendapatan.

Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membaniu Kepala Bidang
dalam melaksanasksn urusan pendataan dan  pendaftaran di bidang

pendapatan,

Penjabaran tugas Scksi Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. mengumpulkan, meneliti, mengolah dan menyusun data-data serta bahan
lentang sumber-sumber pajak, rcwribusi deerah dan pendapatan lainnya
yang dikelola DPKIJ;

b. menghimpun dan menyusun data statistik pajak, retribusi daerah dan
pendapalan lainnya yang dikelola DPKD;

c. mengkaji dan menggali serta menganalisa sumber-sumber pajak dan
retribusi daerah yang dikelola DPKD,

d. menyiapkan bahan petunjuk leknis tentang intensifikasi dan ckstensifikasi

pajak dan retribusi daerah yang dikelola DPKD;

melakukan evaluasi dan pelaporan tentang pajak dan retribusi daerah;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

=

Paragraf 2
Seksi Penetapan

Pasal 10

Seksi Penetapan dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pendapatan.

Seksi Penctapan mclaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam
melaksanakan urusan penetapan di bidang pendapatan;

Penjabaran tugas Seksi Penectapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2§
adalah:
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a. mengumpulkan, meneliti, mengolah, mengevaluasi kebijakan dan aturan-
aluran i dang pajak daersh dan retribusi dacrah guna memproses
kebijakan teknis;

b. melakukan koordinasl dengan unit kenja penghasil dalam penetapan target

pajak daersh dan retribusi daerah dan mengevaluasi pencapalan target

retribusi daerah secara berkala;

Menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah;

menghimpun dan menyusun data statistik pajak, retribusi daerah dan

pendapatan lainnya,

e. Menghimpun leporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan
relribusi daasrah;

[. Melakukan inventarisir dan mengevaluasi pemakaian karcis, bill, stiker dan
mencrima pengembaliannya;

g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi Retribusi dan
Pendapatan lain-lain;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan c¢leh atasan scsuai
dengan tugas dan ungsinya.

oo

Paragraf 3
Selrsi Penagihan
Pasal 11

Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya herada di bawah dan berlungpung jawab kepada Kepala Bidang

Pendapatan.

Seksi Penagihan melaksanakan tugas membantu membantu Kepala Bidang
dalam melaksanakan urusan penagihan di bidang pendapatan,

Penjabaran tugas Seksi Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah;

a. menghimpun, mengelali dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas pcnagihan,

b. membuat sistem penagihan pajak dan retribusi; .
. menghitung dan mencatat jumlsh surat ketetapan pajak dan atau retribust;

C

d. melaksanakan penagihan pajak dan retribust, baik untuk masa pajak
berjalan maupun vang teloh lewat batas waktu jatuh tempo;

e. menghitung jumlah pajak yang terpungut baik untuk tahun berjalan
maupun tunggakan pajak dan retribusi,

f. mencatat laporan penyetoran wajib pajak dan atau retribusi;

o melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesum tugas

dan lungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Fengendalian
Pasal 12

Bidang DPengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan
tugas di Bidang Pengendalian.

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Pengendalian mempunyal fungst :

a. engolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang herkailan dengan
pelaksanasn tugas Bidang Pengendahian,

b, menyusun kebijakan teknis sistem pembinuan, pengawasan, pengurangan
dan keberatan pajak daerah;

¢. mengkoordinir pelaksansun tugas penyuluhan,sosialisasi dan pengawasan
administrasi kelebihan pembayaran Pajak dan Retrtbusi;

d. memberikan saran dan perkembangan kepada Kepala Dinas dalam hal
memproses keheratan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
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e. melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait penertipan dalam
mengupayakan penpendalian, pengawasan dan sosjaisas! pajak dan retnibusi
daerah.

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan lungsiny:a.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi
Pasal 13

Seksi Pembinaan Wapb Pajak/Weaib Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawalb kepada Kepala Bidang Pengendalian,

Seksi Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi melaksanakan tugas mcembantu
Kepala Bidang Pengendalian dzlam urusan Pembinaan Wajib Pajak/Wajib

Retribusi.

Penjabaran tugas Scksi Pembinaan Wejib Pajak/Wajib Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] adalah ;

a. menghimpun, mengopiah dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan tentang
pajak dan retribusi,

b. membual sislem pembinaan kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi;

¢. memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi, baik
melalai media cetak maupun media elektronik;

d. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan langsung kepada masyarakat dan
atau wajib pajak tentang pajak dan rctribusi;

e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

|

Paragraf 2
Seksi Pengawasan
Pasal 14

Seksi Penpawasan dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya beraca di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian.

Seksi Pengawasan melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian
dalam urusan pengawasar.

Penjabaran tugas Seksi Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :
a. menghimpun, mengelah dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas pengawasar;

b. melsksanakan nionitoring dan pengawasan tcknis terhadap pelaksanaan

seluruh perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berlaku di bidang

pajak dan Retribusi daerah yang berkaitan dengan bidang tugas dinas,
melakukan pemanggilan dan memproses wajib pajak;

melaksanakan pemeriksaan ke lapangun secara administrasi terhadap wajib

pajek dan retribusi bajk secara berkala maupun dalam rangka menguji

laporan / pengaduan,;

. melaksanalkan uji petik terhadap target yang dibebankan kepada wajib pajak;
melakukan koordinasi dengan instansi/ SKPD terkait dalam pengelolaan
pendapatan dacrah,

g. melukukan monitoring dan cvalusai terhadap SKPD dalam pengelolaan

pendapatan daerah;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsmya.

o

o
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Paragraf 3
Seksi Pengurangan dan Keberatan
Pasal 15

Seksi Pengurangan dan Keberatan dipimpin oleh scorang Kepala Scksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kenuda Kepala Bidang Pengendalion.

Seksl Penpurangan dan Keberatan melaksanakan tugas membantu Kepala
Bidang Pengendalian dalam urusan Pengurangan dan Keberatan,

Benjabaran tugas Seksi Pengnrangan dan Keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah :
a. menerirna  berkas-berkas administrasi  pengajuan/pengurangan dan
menertuskan kepada pimpinan sesusi dengan prosedur yang berlaku;
b. memproses permohonan banding wajib pajak;
e. membetulkan SKPD, SKPDKRB atau STPD, SKPDN atan SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan;
d. melakukan administrasi dalam hal diperlukan pengurangan, penghapusan
sanksi administrasi, membatalkan scsuai dengan keputusan Walikota;
. memproses permohonan pengendalian kelebihan pembayaran Wajib pajak;
membuat evaltasi dan laporan pelaltssanaan tupgus seksi,
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual rugas
dan fungsinya.

™

Bagian Kelima
Bidang Anggaran
Pasal 16

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kcpala Dinas.

Bidang Anggaran mempiinyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan
bahun perumusan kebijjakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan AFPED yang
menyangkut tentang, DBelanja langsung, Belanja tidak langsung dan
pembiayaan scria penatausaahan dan perencanaan anggarain.

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Anggaran mempunyai fungsi :

a, menvampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman
penyusunan APBD dan Perubahan APBD,

b. menyviapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana
cadangan dan piutang;

¢. menyiapksn bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan
subsidi;

d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijokan pendanaan keadaan darurat
dan keadaan luar biasa.

e. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan APBD dan perubzhan
APBD dengan SKPI;

f, menyusun rancangan perpturan daerah letang APBD, Perubahan APBD,
Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Perubahan APBD;

z. melakukan verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA SKPKD dan DPPA-
SKPKD dengan TAPD;

h. menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKFD dan DPPA-
SKPD, DPA-SKPKD dan DPPA-SKPKD duan DPAL-SKPD,;

i. melaksanakan pengendalian Anggaran;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh alasan sesua tugag

duan [ungsinya.,
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Paragraf 1
Selrgi Angparan Belanja Langsung
Pasal 17

Scksi Anggaran Bcelanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yvang
dalamm melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Anggaran.

Seksi Angpuaran Belanja Langsung mempunyal tugas membantu Kepala Bidang
menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan dan
penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APEBD bidang Belarga
langsung.

Fenjabaran tugas Seksi Anpgaran Belunjo Langsung sebagaimana dimnaksud

pada ayat (2) adalah :

4. menpumnpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Belanja Langsung,

b. menyiapkan bahan penyusunan RAPED dan RPAPED dengan SKPD bersama
TAPD Belanja Langsung;

¢. menpumpulkan dokumen RKA-SKFD Belanja Langsung;

d. mengolah dan mengkonsultasikan dokumen RKA-SKPD dengan SEKEPD

terkaltan rersama TAPD;
c. mengumpulkan, mengolah dan mengkonsultasikan dolumen DPA-SKPD,

DPAL-SKPD dan DPPA-SKPD dengan SKPD bersama TAPD:
melakukan oterisasi rancangan DPA-SKPD DPAL-SKPD dan DPPA-GKPL);

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan ungsinya.

™

Paragraf 2
Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pemblayaan
Pasal 18

Seksi Angzatan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dipimpin oleh scorang
Kepala Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan yang dalam
melaksanakan tugasnva berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Anggaran,

Scksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan yang  berkaitan dengan

pelaksanasn perencanasn dan penyusunan Rancangan APBD, Rancangan
Perubahan APBD bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.

Penjabaran tugas Scksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: |
a. mengumpulkan data dan buhan  vang berkaitan dengan DBelanja Tidak

Langsung dan Pembiayaan,;

b. menyiapkan bahan penyusunan RAPBD dan RPAPBD dengan SKPI) bersama
TAPD Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

c. mengumpulkan dokumen RKA-SKFD Belanja Tidak Langsung dan
Pembiavaar;

d. mengolah dan mengkonsultasikan dokumen RKA-SKPD dengan SKPD

terkmitan bersama TAPD,
e. mengumpulkan, mengoluh dan mengkonsultasikan dokumen DPA-SKPD,

DPAL-SKPD dan DPPA-SKPD dengan SKPD bersama TAFLY
[. melalkulan otorisasi rancanpgan DPA-SKPD DPAL-SKPD dan DPPA-SKPL,

e melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesum tugas
dan fungsinya.
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Paragraf 3
Seksi Penatansahaan dan Perencanaan Anggaran
Pasal 19

Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Seks1 yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran mempunyai tugas membanin
membantu Kepala Bidang menviapkan bahan jyang  berkaitan dengan
pelaksanaan Pentatousahaan dan Perencanaan Angparan APBID.

Penjabarun tugas Seksi  Penatausahaan dan  Perencanaan Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adelah :

a. menyusun rencana kerna, program kerja dan laporan kinerja seksi
penatausahaan darn perencinaan angEHaran,

b. menghimpun usulan RKA SKPD sebagal bahan penvusunan APBD dan

perubahan APBLD;

menjusun dan menviapkan rancangan APBD;

menyusun dan menyiapkan rancangan perubahan APBD;

menghimpun DPA SKPD sebupal pedoman pelaksanaan APBD;

menyusun nota kenangan RAFBD,

mempersiapkan ranperda APBD dan perubahan apbd atas hasil evaluasi

Gubernur;

. menyusun petunjuk dan kebijakan teknis penyusunan APED berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

i. meniberikan bimbingan dan petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggarar;

s BRI

j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada alasan;

k. menyiapkan dan mengeolah data serta informasi yang berhubunpgan dengan
hidang anggaran,

. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanasn tugas kepada
kepala idang;

m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah dekumen dalam rangka
penggajan PNS;

n. memechihara data dan bahan yang berkaitan dengan anggaran untuk dapat
dipergunakan setiap saat;

0. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kejasama yang baik dan saling
mendulung; |

p. melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Asel
Pasal 20

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan
perumusan teknis pengelolasn barang milik daerah yang menyangkut tentang
Pengamanan Aset, penilaian, penghapusan, pemindahlanganan dan
penatansahnan asel.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Bidang

Aset mempunyal fungsi :

a.menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan
dan penghapusan aset;

b.mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-sturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Aset;

c. melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah;

d. mengkoordinasikan dalam pengamanan aset,

¢. melaksanakan kegialan penilaian aset,

f. memproses penghapusan asct yang diusulkan SKPD,
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g melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun
serta menymmpan bukt! kepemilikan aslinya;

h.melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset;

i. melaksanakan dan menyelengearakan pemulakhiran data aset daerah:

J. melaksanakan dan menyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan aset daerah;

k.melaksanalkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tupos
dun fngsinya,

Paragraf 1
Seksi Pengamanan Aset
Pasal 21

Seksi Pengamanan Aset dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanpgunp jawab kepada

Kepala Bidang Aset,

Secksi Pengamanan Asct mempunyai tugas membantu Kepala DBidang
mempersiapkan bahan dan data tentang pengamanan aset daerah.

Penjabaran tagas Seksl Pengamanan Aset sebagaimana diunaksud pada ayvat (2)
adalah :

a. mengumpulkan data dan bahan tentang pengamanan aset;

h. melakukan koordinas dengan SKPR terkait dengan pengamanan aset,

c. menyiapkan Surat Keputusan KDH tentang penctapan pengurusan barang/
Pernbantu Pengurus Barang dan Penvimpan Barang;

menviapkan status pengguna Barang Milik Daesrah (BMDY);

melakukan koordinasi, menghimpun dan mencatat aset daerah yang
dikerjnsamakan dengan SKPD;

menghimpun bulkti status kepemilikan khusus tanah dan kendaraarn;
melakukan perlindunpan aset dalam bentuk asuransi dan sejenisnya;
menyusun rencana dan program kerja seksi pengamanan aset daerah;
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas scksi pengamanan aset;
melaksanakan tugas lain yang diberikan nleh atasan sesual tugas dan

fungsinya.
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Paragraf 2
Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset
Pasal 22

Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yvang dalam melaksanakan tugasnya berada di hawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset.

Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset mempunyai tugas
membantu membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan dan data tentang
Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtangan Aset daerah.

Penjabaran tugas Seksi Penilaian, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Aset
schagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. mengumpulkan data dan bahan tentang penilaian, penghapusan aset dan
pemindahtanganan;
b. menyiapkan bahan kebjakan tcntang penilaian, penghapusan dan
pemindahlanganan,
¢c. menyiapkan rumusan, pedoman dan pelurjuk teknis yang berkaitan
dengan penilaian, penghapusan dan pemindahtangan aset;

d. melskukan penilaian aset;

e. memproses penghapusan aset atas usulan SKPL,

[. menyviapkan dan memproses pemindahtangan aset (penjualan, tukar
menukar, hibah dan penyertaan modal];

g, menyusun rencana dan program Kkerja seksi penilaian, penghapusan dan

pemindahlangan aset;
h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugaes seksi penilaian,

penghapusan dan pemindahtangan aset;



1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Selksi Penatansahaan Aset
Pasal 23

{1} Seksi Penatausahaan Aset dipimpin olelr seorang Kepala Seksi yang dalam
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melaksanakan tugasnya berads di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Aset.

Seksi Penatausahasn Aset mempunyal tugas membantu Kepala Bidang
mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan tentang
agset milik daerah.

Penjabaran tugas Seks: Penatausuhaan Asel sebagnimana dimaksud pada ayat

(2) adalah :

a. melaksanakan pengumpulan data dan bahan tentang penatausahaan;

b. menyiapkan bahan kebijakan tentang penatausshaan;

¢. menylapkan mmusan, pedeman dan petunjuk teknis vang berkaitan
denpan penatausahaan,

d. menyusun petunjuk tcknis pelaksanaan sensus barang dan inventarisasi
aset,

e. melaksanakan sensus barang dan mengkoordimr inventansasi asel;

f. mengkoordinir kodeftkasi barang;

g. melakukan penatausahaon barang dengan sisiem informasi manajemen
barang daerah (SIMBADA];

h. melakukan validas daia asel;

1. menghimpun Rencana Keburuhan Barang (RKB) menjadi Daftar Kebutnhan
Barang Milik Dacrah (DKBMD),

j. menvusiun rencang dan program kerja seks: penatausahaan asel,

k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi penatausahaan

el
. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesual
tugas dan funpgsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Akuntansi Dan Pelaporan
Pasal 24

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunvai tugas mempersiapkan bahan
perumusan kebjjakan akuntans: Pemerintah Daerah dan pelaporan serta
mempersiapkan penyusunan  rancangan  Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD,

Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Akuntansi dan Melaporan mempunyai fungsi ;

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan altuntansi pemerintah daerah;

b. menyiaplkan bahan sistern skuntans: pemermtah daerah;

c. menyelengarakan sistem dan prosedur akuntanst penerimaan  kas,
pengeluaran kas, aset dan selain kas pada SKPKD,

d. menyviapkan laporan arus kas sceara periodik;

e. menyusun laporan realisasi semester [ APBD dengan cara menggabungkan
sclurub laporan realisasi semester | anpgaran pendapatan dan belanja SKPD;

[, menvusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan
laporan keuangan SKFPD,

g. menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan
ari1s kas dan catatan atas laporan keuangan;

k. melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksangaan sistem
akuntansi pada SKPID; |



{1]

(2]

(3)

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yung diberikan olch atasan sesuai tugas
dan funesinya,

Paragraf 1
sSeksi Akantansi
Pagral 25

Seksi Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi varng dalam melaksanakan
tugasnya bherada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Aluntansi dan Pelaporan.

Seksi Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan akuniansi  Pemerintah Deergsh  serts
mempersiapkan  ponyusunan rancangan Peraturan  Daerah tentang
pertanggungawaban pelaksanaan APED,

Penjabaran tugas Scksi Akuntansi schagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Dacrah;

b. menylapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah;

¢. menvelenpgarakan  sisterm dan prosedur  akuntansi  penerimaan  kas,
pehgeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPKD;

4. menyviapkan laporan aris kas secara periodik;

e. menyusun laporan realisasi semester | APBD dengan cara menggabungkan
seluruh laporan reslisas semester | anggaran pendapatan dan belanja SKPL;
menyusun laporan keuangan pemerintah dacrah dengan cara penggabungean
laporan keuangan SKPL,

g menviapkan rancangan peraturan deerah tentang  perlanggungjawaban
pelaksanaan AFBD vang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan
arus kas dan catalan atas laporan keuangan;

h. melakukan fasilitasi, pengendalien dan evaluas pelaksanaan  sistem
alntansi pada SKPD,

i. mrelaksanakan tugas kedinasan lain yuang diberkan oleh atasan sesual tugas
dan fungsinya.
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Parapraf 2
Seksi Pelaporan
Pasal 26

Seksi Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yvang dalam melaksanakan
tugasnya berade di bawah dan herlanggung jawab kepada Bidang Akuntansi

dan Pelaporan.

Seksi Pelaporan mempunvai tugas membantu membantu Kepala Bideng
menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

Penjabaran tugas Scksi Pelaporan sebagaimana dimaksued pada ayat (2) adalah:
a. menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan

seluruh laporuan rtealisasi Semester ] anggaran pendapatan dan belanja
SKIPD;

b. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan dari SKPD,

¢. melakukan koordinasi dengan SKPD untuk penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah;
d. melakukan pengendalian pelaksanasn sisiern dan Prosedur Akuntansi

Pemerintah Daerah di setiap SKPD;
e. melakukan fasilitasi, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanean sistem

Akuntansi pada SKPD,;
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(1)

(2)

(3}

(1]

(2]

(3]

f. menyiapkan rancangan peraluran daerah tentang  perianggungjawaban
pelaksanaan APBID yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua tugas
dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Perbendaharaan
Pasal 27

Bidang Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Bidang DBidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melakukan pembinaan  lerhadap Bendahara serla melalukan pengujan,
memproses anggaran pendapatan dan belanja dacrah.

Untuk menvelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Perbendaharaan mempunyal fungsi ;

menylapkan anggaran kas,;

mcnyiapkan SPD untik ditande tangani oleh PPKIY;

menerbitkan SP2L;

membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan

oleh Wilikotla

menyiapkan sehiruih bukti asli kepemilikan kekayaan daerah,;

memantau dan pengaturan pclaksansan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk;

g. mengalur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang
dacrah;

h. melaksanaltan penempatan uang daecrah dan mengelola/penatausahaan
imnvenstasl daerah;

i, menyiapkan padoman pelaksanaan APBD;

j. melakukan pembayaran bendasarkan permintaan pgjabat pengguna
anggaran{PA)/Kuasa Pengpuna Anggaran [KPA] alus beban rekening kas
urnum daerah;

k. melaksanakarn pemberian pinjaman atas nama Pemenntah Daerah;

. melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan;

m.menyusun laporan arns kas secara periodik kepada Walikota,

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesiai tugas
dan lungsinya.
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Paragraf 1
Selisi Penerimaan dan Penastausahaan
Pasal 26

Seksi Penerimaan dan Penatausahaan dipimpin olch scorang Kepala Seks: yang
dalam melaksanekan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perbendaharaan.

Seksi Penerimaan dan Penatausahaan mempunyal ugas membantu Kepala
Bidang mengumpulkan bahan serta memerikaa surat-sural
Perintah /Penerimaan, pembayaran uang, meneliti tanda  bukt

penagihan/setoran <dan pelaperan anggaran.

Penjabaran tugas Scksi Penerimaan dsn Penatausahaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) adalah :

a. melakukan pengujian terhadap semua penerimaan,

b. mencatat dan membuat daftar dan bulti-buktd penermmaan keuangan,

¢. membukukan, mengevaluasi penerimaan dan membuat laporan penerimaany
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(1)

<)

(3)

d. menyelenggarakan administrasi berkaitan dengan penerimaan;

. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan penerimaan;

[. melakukan  evaluasi serta analisis atas laporan pertangpungjawaban

Bendahary Penenmaan SKPD dalam rangka rekomendasi penerimaan:

melaksanakan rekonsiliasi data pencrimaan dengan SKPD bendahara

penerima, rekonsiliasi laporan Gaji PNS, Laporan luran Wajib Pegawai

dengan PT. Askes dan PT. Taspen,;

h. menviapkan bahan sistem dan prosedur penerimaan dan penpeluaran kas.

1. menviapkan bihan blanko dan dolcaumen BUD;

i. menviapkan dokumentasi pengesahan rancangan anggaran kas menjadi
anggaran kas schagal dasar pengajuan SPP di SKPD;

k. menganalisa DPA-SKPD, DPAL-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-SKPKD dan DPPA-
SKFPKD serta anggaran Kas SKPD,

l. menviapkan druft SPD untuk ditanda tanpam oleh PPKD,

m.mciadistribusikan SPD kepads Pengpuna Anggaran;

1. membuka rekening penerimmaan dan pengeluaran pada bank yang ditetapkan
cleh Walikota,

o. melaksanakan penatausahaan BUD;

menyusun dan melaporkan arus kas secara pericdik kepada Walikota;

meregistrasi SP2D dan mengirimkan ke Bank/Kas Daerah;

melaksanakan Penatausahaan pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial,

mengelola penatausahaan investasi daerah;

melakssnakan tugas kedinasin lain yang diberikan oleh atasan sesual tugas

dan fungsinya.
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Paragraf 2
Seksi Peageluaran
Pasal 29

Scksi  Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bendahara Umum Daerah.

Seksi Pengeluaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan
bahan dan memeriksa serta meneliti adminisirast bukti pengeluaran.

Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah :
a. mengumpulkan bahan dan peraturan yang berkaitan dengan  Seksi

Pengeluaran dan perbendaharaan,

menyiapkan bahan yang berkaitan dengun kebuluhan pengeluaran;
melakukan pengujian terhadap scmua pengeluaran;

mencatat dan membuat daftar dan bukti-buktl pengeluaran keuangan,
menyiapkan pedoman dan petunjuk kerja serta peraturan perundang-
undangan tentang pengeluaran;

membukukan, mengevaluasi pengeluaran  dan  membuat lapeoran
pengeluaran;

menyelenggarakan administrasi berkaitan dengan pengeluaran;

menganalisa DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPAL-SKPD, DPA-SKPKD, DFFA-
SKPKD scrta scsuan penyediaan dana,

i, melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SFM  yang

disampaukarn oleh SKPD;
j. menyiapkan dan mencetak draf SP2D untuk ditendatanpgani aoleh

BUD/Kuasa BUD
k. memhbuat registrasi SPM, 8P2D dan SPJ dari SKPD

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas,
dan fungsinya.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 (lexemben 20\1

SEKRETARIS D KOTA PADANG

AF BASYIR, SH
bina Utama Muda
. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 3



